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RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2025

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan

wewenang Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam rangka mewujudkan Visi yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Yang
Agung”

dengan Misi :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
5. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dana kuntabel.

6. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui Teknologi Informasi.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2025 mencantumkan program, kegiatan,

target dan anggaran sebagaimana terlampir:




No

Uraian

Terwujudnya proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Sasaran

Indikator Kinerja

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan
- Pidana
- Perdata

b. Persentase Putusan yang
menggunakan pendekatan
keadilan restorative

c. Persentase Perkara yang
diselesaikan tepat waktu

- Pidana
- Perdata

d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

Pidana :
- Banding
- Kasasi

TW1

25%
100%

5%

25%%
20%

20%

Target

TW 2 TW 3
50% 75%
125% 100%

0
10% 12%
0
& 75%
(1)
;g;; 85%

TW 4

100%
100%

15%

98%
95%

93%
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Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

Perdata :
- Banding
- Kasasi

e. Persentase perkara pidana
anak yang diselesaikan
dengan Diversi

f. Indeks responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

SKM
SPAK

a. Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak
tepat waktu
Pidana
Perdata

b. Persentase perkara yang

20%

20%
20%

2%

90%
90%

100%
75%

50%
25%

3%

90%
90%

100%
78.57%

40%

85%
40%

4%

90%
90%

100%
80.15%

50%

93%
50%

5%

98%
98%

100%
90%




3. Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap

diselesaikan melalui mediasi

c. Persentase berkas perkara

yang diajukan banding,
kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu

a. Persentase perkara Prodeo
yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang ditindaklanjuti

7%

100%

0%

100%

25%

10%

10%

100%

0%

100%

50%

15%

12%

100%

0%

100%

60%

20%

15%

100%

0%

100%

75%

30%
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Putusan Pengadilan (dieksekusi)
Meningkatnya a. Persentase pelaksanaan 20%
pengelolaan belanja pengelolaan belanja pegawai

dan operasional perkantoran

b. Persentase pelaksanaan
pengelolaan belanja non 20%
operasional

52%

52%

75%

75%

100%

100%




Terwujudnya standar Persentase pelaksanaan 0% 0% 0% 0%
kebutuhan sarana dan pengelolaan belanja modal
prasarana perkantoran

1. | Pos Bantuan Hukum 2 A R R4 Bk Perkara pidana 36.000.000
: Program
2. | Pendaftaran Berkas Perkara 20 RN R 4 peradilan : yang 108.372.000
peningkatan : : :
3. | Penetapan Hari Sidang 2 R R B umum yang . diselesaikan di 9.000.000
: : : menejemen :
4. | Pemeriksaan Disidang v |v |v |V diselesaikan di : Tingkat Pertama 110.600.000
: peradilan umum -
5. | Minutasi/ Upaya Hukum v vy v tingkat di Wilayah 3.633.000




Pengiriman Petikan/ Salinan 2 R R B4 pertama dan Sumatera Utara 10.795.000
Putusan banding yang

Pengiriman Surat Penahanan dan A AN A A 4 tepat waktu 13.000.000
Perpanjangan Penahanan

Penanganan Perkara Banding di 2 R R B 6.750.000

Pengadilan
Penanganan Perkara Kasasi dan 2 R R R 6.050.000

9. | Peninjauan Kembali di Pengadilan

Tingkat Pertama

Padangsidimpuan, 6 Februari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN KELAS IB
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